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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 2% TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

: a. bahwa dalam rangka untuk mencipiakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu

menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam
modal yang menanamkan medalnya di Kota Palembang. perlu menetapkan
pengaturan mengenai penyelenggaraan penanaman modal ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huml a, perlu

menetapkan Peraturan Walikola Palembang tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 1821);

. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
{Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4661);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Lembaran Megara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (I.embaran Negara

Rl Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembamin Negara Rl
Nomor 4297);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (T.embaran

Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teatang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);



10. Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tahun 1985 tenang Jangka Waktu lzin Penanaman
Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Talun 1993 (Lembaran Negam RI Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara R1 Nomor 3515);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3838);

12, Peraturan Pemcrintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan
Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Rl
Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4162);

13, Peratwran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeraly Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R1 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4861);

15, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertwtup dan Bidang Usiha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidung Penanaman Modal;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pengguna
Tenapa Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

18. Peraturun Menteri Keuangan Nomor | 76/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea
Masuk atas lmpor Mesin serta Barang dan Dahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 11 Tahun 2006 teniang Jenis
Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantavan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

2].Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tabun 2010 tentang
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki
Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

22.Pernturan  Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6);

23, Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunsn Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerash Kota Palembang
{Lembaran Dagrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

24 Peratutan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen
Lingkungan Hidup (Lembaran Dearah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6);

25.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Retribusi  [jin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011
Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Daerah adalah Kota Palembang,

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Badan Koordinasi Penznaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMD
adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembzng.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota
Palembang.

Kebijukan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil aleh
Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan daya saing pepanaman modal,
meningkatkan pepanaman modal di Daerah, meningkatkan kemifraan, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing uniuk melakukan usaha
di wilayah Negara Republik Indonesia,

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.

Penanam modal adalsh perseorangan atau badun usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia,

Penanam modal asing adalah perscorangan warga negara asing, badan usaha asing,
danfatau pemerininh asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
Republik Indonesia.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang
dimiliki aleh penanam modal yang mempunyai nilai ¢konomis.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga
ncgara asing, badan usaba asing, badan hukum asing, danfatau badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia,
perseorangan warga negara Indonesia. atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

. Insentif Daerah adalash Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan atau Retribusi

Daerah kepada calon penanam modal.

Pemberian Kemudaban adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kota kepada
penanam modal untuk mempermudzh setiap kegialan penanaman modal dalam
rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah,

Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan
pengaturan kegiatan perizinan dan nonperizinan dari pemerintah deerah kepada
penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha
tidak sehat di daerah.

Pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan
nonpenizinan. yang mendapat pendelegasian atau pelimpshan wewenang dan
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dad tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
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. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroaan untuk berperan

serta dalam pembangunan ckonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfant, baik bagi perseroan sendiri, komunitas
selempal, maupun masyarakat pada umumnya.

. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintzh daerah yang memiliki kewenangan
sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudshan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi mengenai penanaman medal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perusahaan pepanaman modal adalah badan uszha yang melakukan penanaman
modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi
kapasitas produksi yang telah diizinkan,

Permohonan Pendaflaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan
oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal atas rencana penanaman
maodalnya.

Pendafiaran Penanaman Maodal, yang selanjutnya disebut Pendaflaran, adalah bentuk
persetujuan awal sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dan
Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.

Pendafiaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal sebagai
dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.

Permohonan lzin prinsip Pepanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan
oleh perusahsan untuk mendapatkan izin dar pemerintah daerah dalam memulai
kegiatan penanaman modal.

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin
untuk memulai kepiatan pesanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh
fasilitas fiskal dan dalam pelaksansan penanaman modalnya memerlukan fasilitas
fiskal

. Permohonan lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang

disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam
memulai rencana perluasan penanaman modal,

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip
perluasan adalah izin unluk memulai rencana perlugsan penanaman modal di bidang
usaha vang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman
modalnya memerlukan fasilitas fskal.

Permohonan 1zin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalzh permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dalam melakukan perubahan
atas ketentuan yang telah diteiapkan dalam [zin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut 1zin Prinsip
Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentumn yang lelah
ditetapkan dalam Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan sebelumnya.

Permahonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada
saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik
produksi barang maupun jasa scbagal pelaksanasn alas  Pendaflaran/lzin
Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, keeuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

lzin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan
atas Pendaftaran/Tzin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan
lain olch peraturan perundang-undangan sekioral.

Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi
komersial atas penambahan kapasitas produksi yang teleh diizinkan, sebagai
pelaksansan atas lzin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki
perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
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Izin Uszha Perlussan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
mclaksanakan kegiatan produksi/operasi Komersial alas penambahan kapasilas
produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas
Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan sektoral.

Permohonan lzin Usaha Penggabungan Perusahasn Penanaman Modal (merger)
adalah permohonan yang diajukan olch perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha
(surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial perusahaan merger.

Permohanan [zin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan
perusshaan untuk mendapatkan izin dalam melakukan perubahan atas ketentuan vang
telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Tzin Usaha Perluasan.

lzin Usaha Perubzhan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam [zin Usaha/Tzin Usaha
Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang tedjadi dalam pelaksanaan
kegiatan penanaman modal.

Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan aleh
perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya,

. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan kepala BKPM

atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor
mesin, barang dan bahan,

Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.
Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah
usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian {asilitas pajak penghasilan yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorar Jenderal Pajak.

Permohonan Angka Pengenal Importic Produsen {API-P) adalah permohonan yang
dissmpaikan oleh perusahasn sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan
barang scria bahan.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang
dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang
seria bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan
penanaman modal yang bersanpkutan,

Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi
Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Tzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
adalzh permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga
kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesaban rencana
jumiah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai
dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan IMTAL
Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan
guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi lenaga kerja warga negara asing.

1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusehaon untuk
mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumiah, jabatan dan periode
terientu.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elekironik. yang
selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elekironik pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kemenlerian/Lembaga
Pemeriniah Non Departemen, Pemerintah Dagrah  Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan nenperizinan,

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai
perkembangan kegiatan perusshaan penanaman modal dalam bentuk dan (atacara
scbagaimana vang ditetapkan.



BAB 11
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 2
Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;

c. hak pelayanan;

d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Setisp penanam modal berkewajiban:

a. meningkatkan kompetensi tenaga Kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky ;

b. menyclenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja

warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;

mengrapkan prinsip tata kelola perusahasn yang baik;

melaksanakan tanpgung jawab sosial perusahaan;

. menyampaikan LKPM;

menghormati mradisi budaya masyarakat sckitar lokasi kegistan usaha penanaman

modal;

g. memaiuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi
standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahamm yang mengusahakan sumber
daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 4

B o

oo

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

4. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b, menanggung dan menyelesaikan segala Kewajiban dan kerugian jika penanam modal
menghentikan atau menelantarkan kegintan usahanya:

¢. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah prakiek monopaoli dan hal
lain yang merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB 11

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dilaksanakan oleh Walikota.

(2) Untuk penyelengparaan pelayanan dibidang penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian
perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintzhan di bidang penanaman modal.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 6

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha
atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang
penctapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pepanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau
jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ussha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan diatur dengan Keputusan Walikola.

Pasal 7

(1) Penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha vang berbentuk badan
hikum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan dan memenuhi persyaralan yang
berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang diletapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8
(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:

a. pelayanan perizinan;
b. pelayanan non perizinan;

(2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain:

pendaflaran penanaman modal;

izin prinsip penanaman modal;

izin prinsip perluasan penanaman modal;

izin prinsip perubahian penanaman modal;

izin usaha, izin usaha perluasan, izin usahs penggabungan perusahasn penenaman
modal (merger) dan izin usaha perubahan;

f. izin lokasi;

g. izin mendirikan bangunan (IMBY);

h. izin gangguan;

- R

i. tanda daftar perusahaan (TDP);
j- tanda dafiar indusin (TDI).
i

(3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan dapat diberikan fasilitasi, antara lain:

fasilitas bea masuk alas impor mesin,

fasilitas bea masuk atau impor barang dan bahan;

usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajuk Penghasilan (PPh) badan;
angka pengenal importir produsen (API-P);

rencans penggunaun lenaga kerja asing (RPTKA),

f. rekomendasi visa untuk bekerja (TA. 01);

soapop



{4) Jenis-jenis pelayanan non perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
& perselujuan mempekerakan lenaga kerja asing (PMTA);
b. insentif dasrahs
. layanan informasi dan layanan pengaduan,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

(1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada Walikota ;

(2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk herbagai
perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu
berkas persyaratan melalui SPIPISE;

(3) Penanam modal yang menyampaiken permohonan melalui SPIPISE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan
para pemegang saham yang telah dicatat olch notans, sumt-surat pernyataan dan
surat kuasa pada saal ;

a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh
Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan persvaratan perizinan dan non
perizinan secara manual dan ¢lcktronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Keputusan Walikota,

BABYV
SYARAT-SYARAT UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

2. Permohonan pendafiaran Penanaman Modal:
a. Alkdtc jual beli saham,
b. Anggaran Dasar.

b. Persyaraian [zin Prinsip:
Mengisi formulir permohonan.
Alkte pendirian usaha dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM
NPWP
KTP (PMDN, paspor/kitas (PMA)
Alamat lengkap:
- No. telp
- Faksimile
- Email
f. Keterangan rencana proyek/kegiatan
- Bidang ussha
- Penggunaan tanah
- Tenaga kerja
- Produksi
g. Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait bila diperlukan.

pooTe



h. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi dilengkapi surat
kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan yang tidak dilakukan secara langsung
oleh direksi,

€. Persyaratan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT):
a. Nama perusahagn:

-

-

[ ]

Nomaor
Tanggal izin prinsip dan perubahannya
Bidang usaha
NPWP
Akte perusahasn dan perubshannya (nama notaris dan tanggal) dan
pengesahan Menteri Hukum dan HAM,
Alamal kantor
Lokasi kegiatan (nomor telepon, faksimile, email)
Keteranpan produksi dan permasalahan tentang jenis barang, kapasitas ekspor
impor
1) Kapasitas produksi dan permasalahan tenlang jenis barang, kapasitas ekspor
impor.
2) Nilai ekspor per tahun dalam bentuk US atau rupiah
3) Mulai saat produksi
4) Investasi kegiatan:
e Meodal tetap (untuk pembelian tanab/vedung/mesin/peralatan  suku
cadang)
s Modal kerja (untuk satu kali produksi)
= Modal keseluruhan
5) Penggunaan tanah/gedung
&) Sumber pembiayaan:
¢ modal sendiri
e laba yang ditanamkan
e modal pinjaman
7) Modal perseroan:
* modal dasar
¢ modal ditempatkan
s nindal disetor
8) Tenaga kerja:
+ pimpinan perusahaan, komisaris (asing dan Indonesia)
e tenaga ahli
» tenaga kerja langsung
s pernyataan dari si pemohon

Pasal 11

Penyelesaian perizinan dan nonperizinan dalam rangka PMDN/PMA diterbitkan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan
lengkap dan benar serta telah ditempuh prosedur izin yang dikoerdinasikan,

Pasal 12

Calon penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dalam rangka PMDN
atau PMA wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepads Walikota.

Pasal 13

(1) Perusahiaan PMDN/PMA yang waktu penyelesaian proycknya akan berakhir dan
belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan wakiu
penyelesaian proyek kepada Walikota.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digjukan 2 (dua) minggu sebelum
waktu penyelesaian Proyek berakhir sesuni dengan Ketentuan yang borlaku,

(3) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diterbitkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Persctujuan Perpanjangan
Waktu Penyelesaian Proyek.

BAB VI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 14
(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modeal dilakukan dengan csra :

#. Pemuntavan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi
data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta
masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan,

b. Pembinaan dilakukan dengan cara:

1) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA
yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal;

2) Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh
perusahaan PMDN/PMA.

¢. Pengawasan dilakukan dengan cara:

1) Melakukan evaluasi dan penclitian atas laporan dan informasi tenlang
pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh perusahaan;

2) Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;

3) Menindaklanjuti alas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh
perusahaan berdasarkan keteptuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diatur dengan Keputusan Walikota

BAB VII
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

(1) Perusahaan yang telah melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau lzin
Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin
Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara
berkala kepada Walikota melalui BKPMD.

(2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
secara herkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuw.

(3) Ketentuan lebih lanjul mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota,

BAB VIl
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
BKPMI) scsuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip  Penanantan

Modal/Persetujuan  Penanaman Modal atau Izin Usaha yang telah diterbitkan dapat
mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :
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a. ftidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4; dan

b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 17

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara beriahap
sebagai berikut:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 18

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a, dikenakan kepada perusabaan yang tidak melaksanakan salah saw
kewdjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang
waktu masing-masing | (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya
diterbitkan,

Pasal 19

(1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf b, dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahann tidak
memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

(2) Pembatasan kegialan usaha sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dapat berupa
a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan
yang memiliki dibeberapa lokasi;
b. pembatasan kapasitas produksi,

(3) Dalam hal perusahann telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat
mengajukan permchonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu dan dalam jengka waktu 5 (lima) hari kerja selclah
dilakukan BAP dari BKPMD menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 20

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal dikenakan apabila dalam jungka waki 1 {sam) bulan terhitung sejak
pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c,
perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan
usaha.

(2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
a. penghentian sementara sebagian kegialan pada lokasi proyek/tempat usaha:
b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki
beberapa bidang usaha;
¢. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada
perusahann,

(4) Dalam hal perusahsan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapal
mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal kepada BKPMD dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
setelah dilakukan BAP menerbitkun pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal.
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(5) Pembekuan kepiatan usaha danfatou fasilitas: penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diberitahukan kepada BKPMD,

Pasal 21

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurul’ d dikenakan kepada perusahaan
yang:

a. tidak menberikan tanggapan tertulis teniang upaya perbaikan dalam jangka waktu
1 (satu) bulan terhilung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha
danfatau fasilitas penanaman modal sebapaimana dimaksud dolam Pasal 17
hurufe ;

b. melakukan pelangparan dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap,
(2) BKPMD menerbitkan keputusan pencabutan kegintan usaha dan/atan fasilitas
penanaman modal sesuai Pendafiaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau |zin Usaha ;

(3) Pencabutan kegiatan usaha dan/otau fasilitas penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diberilahukan kepada BKPM.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olch Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 23
Peraturan ini mulai berluku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeizhuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal T Mei 2012

WALIKOTA PALEMBANG,
Ditisdzngkan
S o BN H\EDDY SANTANA PUTRA
SEXRETARIS DAERAH
ROTA PALEMBANG
Oes M Heeir

1,
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 22



